Fakta Persidangan Pihak Tergugat Tidak Bisa
Buktikan Dokumen Surat Keterangan Ganti
Rugi (SKGR) dan Warkah
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MEDAN — Agenda sidang yang digelar Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)
Medan menghadirkan sejumlah tuntutan. Dalam hal ini, kelompok Tani Patok
Besi Desa Aek Korsik menuntut agar Hak Guna Usaha (HGU) PT. Merbau Jaya



Indah Raya untuk segera dicabut hak guna usahanya, Sabtu (27/8/2022).

Tuntutan Kelompok Tani Patok Besi Desa Aek Korsik ini bukanlah tanpa alasan.
Hal ini berdasarkan status perkebunan yang telah ditempati warga sejak puluhan
tahun lamanya. Terhitung sejak 32 tahun silam warga telah berada di wilayah
perkebunan tersebut, hal inilah yang mendasari agar melalui sidang PTUN
Medan tersebut untuk segera mencabut HGU PT. Merbau Jaya Indah Raya.

"Masyarakat sudah puluhan tahun diperkebunan itu, kenapa kami di usir dan
dirampas hak kami selama tiga puluh dua tahun sangat menderita, bahkan
bertahun tahun hak kami dirampas, berharap keadilan harus ditegakkan sesuai
undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini untuk kami
masyarakat,” ucap warga.

Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Kelompok Tani Ruswan Efendi,
AR., SH., MH didampingi M. Ali Sabana Tambunan meminta kepada pemangku
kebijakan dan pemerintahan agar mengembalikan tanah masyarakat yang sudah
32 tahun dikuasai oleh corporate.

Tidak hanya itu, Ruswan menjelaskan, terungkap dalam fakta persidangan pihak
tergugat yaitu BPN Kabupaten Labuhanbatu maupun tergugat intervensi 1 PT.
Merbau Jaya Indahraya tidak bisa membuktikan dokumen berupa Surat
Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dan warkah dalam proses pengajuan dan
penerbitan Sertifikat HGU, menurut Ruswan dengan terbitnya Sertifikat HGU PT.
Merbau Jaya Indahraya dinilai cacat formil atau bisa dikatakan unprosedural dan
secara otomatis dapat dikatakan batal demi hukum.

"Dengan demikian, penerbitan HGU diduga telah menyalahi wewenang serta
bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia, penerbitan HGU PT.
Merbau tidak memiliki unsur-unsur terkait terbithya HGU PT. Merbau Jaya Indah
Raya," ujar Ruswan.

"Pihak perusahaan dituding warga dengan arogansi telah merampas hak
masyarakat Desa Aek Korsik Kecamatan Aek Kuo Kabupaten Labuhan Batu
Utara yang telah dikuasai sejak tahun 1980 dengan luas 1.100 hektar lahan
pertanian warga," sambungnya.

Polemik yang tengah dialami warga ini mengharapkan uluran tangan Presiden
Jokowidodo sebagai puncak pimpinan pemerintahan yang peka akan keluh
kesah masyarakat pada umumnya. Dan juga halnya Gubernur Sumatera Utara
Edy Rahmayadi diminta agar mendengar jeritan warga Labuhan Batu Utara ini
guna memberikan keadilan kepada warga yang merasa hak — haknya telah
dikebiri.

Tak lupa juga warga berharap agar ketua pengadilan tata usaha negara benar-
benar mendengarkan jeritan masyarakat guna memberikan keadilan kepada
masyarakat.

"Kami sebagai rakyat, anak kami tidak sekolah karena upah yang kami terima
hanya untuk makan pas-pasan,” keluh warga.

Kelompok Tani Patok Besi Desa Aek Korsik juga meminta kepada Bupati



Labuhan Batu Utara agar segera meninjau persoalan masyarakat yang
meruncing dengan PT.Merbau Jaya Indah Raya. Warga menuding perbuatan
tersebut tidak berkeadilan dengan tanpa hak merampas hak masyarakat.

Sidang lapangan yang di gelar di perkebunan Aek Korsik Labuhan Batu Utara
dengan nomor gugatan Perkara.49/G/2022/PTUN Medan. Sidang lapangan
diagendakan yang dihadiri oleh 3 Hakim yakni Hakim Safaat SH., MH, Andi
Fahmi, SH.,MH dan Josiano Leo Haliwela SH dan bersama Panitera Taufik
Lubis, SH. Disaksikan oleh dua kelompok, sidang yang digelar PTUN Medan
bersama masyarakat dan pihak perusahaan PT. Merbau Jaya Indah Raya
tampak berlangsung aman dan kondusif.
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